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Dokumen ini adalah milik DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KOTA DENPASAR
Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun 

tanpa seijin DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KOTA DENPASAR
1. TUJUAN
Prosedur ini dibuat sebagai pedoman untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya. 
2. RUANG LINGKUP
Prosedur ini mencakup seluruh kegiatan yang dilakukan dalam mengukur kepuasan pelanggan eksternal mulai dari memberikan kuesioner, mengolah dan menganalisis data, sampai dengan tindak lanjut yang akan dilakukan untuk peningkatan kepuasan pelanggan.
3. DASAR HUKUM
3.1. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Partisipasi Masyarakat.
3.2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
3.3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik.
3.4. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Denpasar.
3.5. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perijinan dan Non Perijinan.
3.6. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 13 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Dinas Daerah.
4. DEFINISI

4.1. Pelanggan Eksternal adalah masyarakat yang menggunakan jasa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar.
4.2. Kuesioner adalah suatu daftar yang berisi pertanyaan mengenai tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar, yang diisi dan dijawab oleh pelanggan untuk keperluan analisis kepuasan pelanggan.
4.3. SKM (Survey Kepuasan Masyarakat) adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar.
5. KETERKAITAN
5.1. SOP Tindakan Perbaikan
6. PERINGATAN

6.1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan seluruh aktivitas yang telah ditetapkan.
6.2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku dari SOP ini, dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana.
6.3. Apabila SOP ini tidak dijalankan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, maka akan berpengaruh pada kelancaran proses-proses selanjutnya.

7. KUALIFIKASI PELAKSANA
7.1. Memahami peraturan perundang-undangan mengenai penanaman modal dan perijinan, serta peraturan perundang-undangan lain sesuai bidang tugasnya

7.2. Memahami peraturan perundang-undangan mengenai pelayanan publik

7.3. Mampu mengoperasikan komputer
8. PERALATAN DAN PERLENGKAPAN

8.1. Ruang Kerja
8.2. Meja


8.3. Kursi
8.4. Tempat Arsip/Almari

8.5. Komputer
8.6. Printer
8.7. ATK
9. URAIAN PROSEDUR

9.1. Metode Pengumpulan Data

9.1.1. Masyarakat yang telah dilayani di Loket Pengambilan mengisi Kuesioner SKM. Pengumpulan data kuesioner mengacu pada Pedoman Pengolahan Data SKM. 
9.1.2. Petugas Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan setiap hari melakukan input kuesioner dari pelanggan ke dalam SIM.
9.1.3. Petugas Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan mengkoordinasikan pengumpulan kuisioner yang terisi dari Petugas Informasi. Pengumpulan data dilakukan dalam waktu 1 (satu) bulan satu kali.
9.2. Analisis Data

9.2.1. Petugas Pengambilan menyerahkan Kuesioner SKM yang sudah diisi kepada Petugas Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan untuk dilakukan analisis.

9.2.2. Petugas Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan menganalisis hasil kuesioner tersebut untuk memperoleh gambaran tingkat pemenuhan kepuasan pelanggan terhadap pelayanan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal.
Berdasarkan Pedoman Pengolahan Data SKM, akan diperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat yang menyatakan tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar.

9.3. Laporan dan Tindak Lanjut

9.3.1. Petugas Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan menyajikan hasil analisis dalam nilai Indeks Kepuasan Masyarakat yang dipantau dari berbagai unsur.

9.3.2. Jika hasil pengolahan data diperoleh Nilai Indeks < 2.51 atau 62.51 (Kurang baik) dan terdapat saran/masukan/keluhan dari masyarakat, maka Kepala Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan meminta tindakan perbaikan dengan meminta bagian terkait mengisi Formulir Permintaan Tindakan Perbaikan.
Pelaksanaan tindakan perbaikan untuk menjaga tingkat kepuasan pelanggan ini dilakukan dengan mengacu pada SOP Tindakan Perbaikan.

Dari hasil analisis data yang telah dilakukan, untuk menjaga agar tingkat kepuasan pelanggan dapat dipertahankan atau bahkan ditingkatkan, dibuat perencanaan tindak lanjut untuk terus-menerus melakukan perbaikan.
10. PENCATATAN DAN PENDATAAN
10.1. Kuesioner SKM

10.2. Pedoman Pengolahan Data SKM, mengacu pada peraturan yang berlaku
10.3. Formulir Permintaan Tindakan Perbaikan
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